BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI TANAH BUMBU,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36
huruf d dan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan
Umum Daerah, perlu mengatur Standar Pelayanan
Minimal sebagai persyaratan administratif penetapan
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah
Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan
pada Dinas Lingkungan;

Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5285);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19
Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20
Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan
Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan
Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Rencana
Pembiayaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang
Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018,
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan
perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Derah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur
Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati
Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur
Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 43);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 32 Tahun 2017
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Unsur-Unsur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (Berita
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 32);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 59 tahun 2017
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit
Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2017 Nomor 59); sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 78 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59



Menetapkan

21.

tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 78);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 26 tahun 2018
tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada
Dinas Lingkungan Hidup  (Berita Daerah Kabupaten
Tanah BumbuTahun 2018 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Bumbu.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Tanah Bumbu

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah
Bupati Tanah Bumbu.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintah bidang Lingkungan Hidup yang selanjutnya
disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Lingkungan
Hidup Kabupaten Tanah Bumbu.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium
Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah
Bumbu.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana
Teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam
pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan
keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat
untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa
mencari  keuntungan dalam rangka  memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

(1)

Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi
organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang
baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu,
berkesinambungan dan berdaya saing.

UPTD Laboratorium Lingkungan adalah organisasi yang
melaksanakan teknis operasional laboratorium
lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Tanah Bumbu.

Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Laboratorium
Lingkungan.

Pejabat  pengelola BLUD adalah  pejabat yang
bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional,
pelaksanaan kebijakan fleksi bilitas dan keuangan BLUD
dalampemberian layanan.

Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah, yang
selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah organ yang
bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan
Badan Layanan Umum Daerah.

Satuan Pengawas Internal adalah Perangkat Badan
Layanan Umum Daerah yang bertugas melakukan
pengawasan dan pengendalian internal terhadapkinerja
pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial
dalam menyelenggarakan praktekbisnis yang sehat.
Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan
tertentu.

Pembina Teknis yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanah Bumbu.

Pembina Keuangan adalah PPKD.

Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI
adalah pengawas internal yang berkedudukan langsung
dibawah Pimpinan yang dibentuk oleh Pimpinan yang
bertugas membantu melakukan pengawasan dan
pengendalian imternal terhadap kinerja pelayanan,
keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam
menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.

Pegawai BLUD adalah tenaga PNS dan tenaga Non PNS
yang bekerja di UPTD.

Standard Pelayanan Minimal adalah batasan minimal
mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus
dipenuhi oleh BLUD.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan
Minimal ini adalah untuk menjamin ketersediaan,
keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan
kualitas layanan umum yang diberikan oleh BLUD UPT.



(2) Tujuan ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal untuk

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu
layanan dasar yang harus dipenuhi.

BAB II
PRINSIP DAN SISTEMATIKA

Pasal 3

Standar Pelayanan Minimal menganut prinsip:

a. fokus pada jenis layanan;

b. terukur;

c. dapat dicapai;

d. relevan dan dapat diandalkan;

e. tepat waktu.

Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang
menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD.

Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat
pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat
pemanfaatannya.

Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan,
berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas
dan fungsi BLUD.

Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan
yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Sistematika Standar Pelayanan Minimal, terdiri atas:

a. Bab I (Pendahuluan);

b. Bab II (Standar Pelayanan Minimal);

c. Bab III (Rencana Pencapaian Standar Pelayanan
Minimal); dan

d. Bab IV (Penutup).

Uraian indikator tiap jenis pelayanan sebagai panduan

untuk penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan

Standar Pelayanan Minimal.

Isi dan uraian Standar Pelayanan Minimal dimaksud pada

ayat (1) huruf b dan uraian indikator tiap jenis pelayanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagaimana

tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.



(1)

(2)

Pasal 5

Pelayanan laboratorium meliputi pelayanan pengambilan
sampel, pelayanan pengujian parameter kualitas
lingkungan dan pelayanan laboratorium lainnya yang
diberikan oleh Laboratorium kepada pengguna jasa.
Rincian jenis parameter yang diuji sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Indikator, standar (nilai), batas waktu pencapaian, dan uraian
Standar Pelayanan Minimal adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 7

Pejabat Pengelola dalam menyusun rencana bisnis
anggaran, target, upaya, dan pelaksanaan peningkatan
mutu pelayanan tahunan Laboratorium memperhatikan
Standar Pelayanan Minimal.
Penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan sesuai dengan
Standar Pelayanan Minimal.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan teknis terhadap Laboratorium dilakukan oleh
Kepala SKPD.

Pembinaan keuangan terhadap Laboratorium dilakukan
oleh PPKD.

Pasal 9

Pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja
pelayanan,keuangan dan pengaruh lingkungan sosial
dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat dapat
dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), berkedudukan langsung di bawah pemimpin.

Pasal 10

Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (2), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan:



a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
b. kompleksitas manajemen; dan
c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

(1)

(2)

(3)

Pasal 11

Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (2), bersama-sama jajaran manajemen
Laboratorium menciptakan dan meningkatkan
pengendalian internal Laboratorium.

Fungsi pengendalian internal Laboratorium sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen

Laboratorium dalam hal :

a. pengamanan harta kekayaan;

b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;

c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan

d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam

penerapan praktek bisnis yang sehat.

Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Satuan Pengawas

Internal, antara lain :

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur,

perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi utuk

memajukan dan mengembangkan BLUD;

memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;

memahami tugas dan fungsi BLUD;

memahami pengetahuan teknis pada BLUD;

berijasah paling rendah Diploma Tiga (D3);

pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;

. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun danpaling
tinggi 55 (lima puluh lima) tahun paada saat mendaftar
pertama kali;

i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak

pidana yang merugikan keuangan negara atau

keuangan daerah;

tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

SR e Q0

—.

Pasal 12

Pembentukan Dewan Pengawas hanya dapat dilakukan oleh
BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan
realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai asset
menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13
Pada saat terjadi perkembangan dan perubahan batasan
minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus

dipenuhi akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 26 Maret 2020

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 26 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

ROOSWANDI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020 NOMOR 15



